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Abstrak 
Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan faktor penghambat Peraturan 
Presiden Nomor 67 Tahun 2021 dalam penanggulangan TB Paru di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan. 
Data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi guna 
mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam, serta dianalisis secara kualitatif.  Kajian ini 
menyimpulkan bahwa Implementasi PerPres Nomor 67 Tahun 2021 di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan 
berjalan cukup baik. Perpres Nomor 67 Tahun 2021 sudah disosialisasikan di RSUD Dr. Pirngadi 
kepada dokter, perawat dan staff namun belum ada sosialisasi kepada masyarakat, tetapi jika pasien 
berobat mereka sudah memberikan arahan pengobatan TB Paru. Pihak RSUD Dr. Pirngadi mendukung 
kebijakan penanggulangan TB Paru dengan komitmen dan rasa tanggung jawab, sikap para pelaksana 
yang baik dalam menangani pasien serta penanggung jawaban pencatatan dan pelaporan yang berjalan 
dengan baik. Faktor penghambat yaitu kurangnya peran masyarakat dan pencapaian angka 
kesembuhan masih di bawah target nasional disebabkan kebanyakan pasien yang belum selesai 
pemeriksaan dan pengobatan sudah melakukan transfer pengobatan ke FasKes rujukan. 
Kata kunci: Implementasi; Kebijakan; Penanggulangan Tuberkulosis Paru 

 

Abstract  
This article or writing aims to determine the implementation and inhibiting factors of Presidential 
Regulation Number 67 of 2021 in controlling pulmonary TB at RSUD Dr. Pirngadi, Medan City. Data was 
collected through observation, interviews, documentation and triangulation to obtain accurate and in-
depth information, and analyzed qualitatively.  This study concludes that the implementation of 
Presidential Decree Number 67 of 2021 at RSUD Dr. Pirngadi Medan City is running quite well. 
Presidential Decree Number 67 of 2021 has been socialized at RSUD Dr. Pirngadi to doctors, nurses and 
staff, but there has been no outreach to the community, but if patients seek treatment they have given 
instructions for pulmonary TB treatment. Dr. Hospital Pirngadi supports the pulmonary TB control policy 
with commitment and a sense of responsibility, good attitude of implementers in handling patients and 
those responsible for recording and reporting that runs well. The inhibiting factors are the lack of 
community role and the achievement of the recovery rate which is still below the national target because 
most patients who have not completed examination and treatment have already transferred treatment to 
referral health facilities. 
Keywords: Implementation; Policy; Countermeasures of Pulmonary Tuberculosis 
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PENDAHULUAN  

Kesehatan yang baik sangat penting bagi setiap individu agar dapat menjalankan aktivitas 

sehari-hari tanpa hambatan. Kondisi fisik dan mental yang optimal memungkinkan seseorang 

untuk bekerja, belajar, dan berinteraksi secara produktif. Ketika kesehatan terganggu, 

kemampuan untuk melakukan tugas-tugas rutin dapat menurun, menyebabkan 

ketidaknyamanan dan keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, menjaga 

kesehatan melalui pola hidup sehat, pemeriksaan rutin, dan pencegahan penyakit menjadi kunci 

penting dalam menjaga kualitas hidup (Fauzi & Koto, 2022; Pinem, 2016; Syardiansah, 2019).  

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan pemerintah memiliki 

tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi masyarakat. Hal ini diatur 

dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hidup 

sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, Pasal 34 ayat (3) 

menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 

yang layak bagi masyarakat. Kedua pasal ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam upaya 

pemerintah untuk memastikan akses kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga 

negara (PRIMA, 2016; Syaputra, 2017; Yunita et al., 2023).  

Kesehatan merupakan aspek penting dalam pembangunan setiap negara, karena kesehatan 

yang baik tidak hanya meningkatkan produktivitas individu, tetapi juga mempengaruhi 

perkembangan ekonomi dan sosial. Masyarakat yang sehat memiliki kemampuan lebih untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial secara optimal. Selain itu, tingkat 

kesehatan yang baik di suatu negara berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, investasi dalam sistem kesehatan yang 

berkualitas menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat (Azhima et al., 2022; Dharmaputra & Siregar, 2010). 

Masalah kesehatan tetap menjadi perhatian utama pemerintah, terutama terkait dengan 

rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di daerah kumuh dan lingkungan dengan perhatian 

kesehatan yang minim. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan kondisi lingkungan yang 

kurang memadai sering menghadapi tantangan kesehatan yang lebih besar, seperti akses 

terbatas ke fasilitas kesehatan, sanitasi yang buruk, dan pola hidup tidak sehat. Ketidakmampuan 

untuk memperoleh layanan kesehatan yang memadai dapat memperburuk kondisi kesehatan 

dan meningkatkan risiko penyakit. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk fokus pada 

perbaikan kondisi lingkungan, penyediaan akses kesehatan yang lebih baik, dan peningkatan 

kesadaran kesehatan di komunitas yang kurang beruntung untuk mengatasi ketimpangan dalam 

kesehatan masyarakat (Giawa et al., 2022; Khainuddin et al., 2019).  

Maka dari itu akan mudah sekali untuk bakteri berkembang biak dan menyerang manusia. 

Salah satu penyakit yang saat ini belum dapat dipecahkan di dunia yaitu Tuberkulosis paru. 

Tuberkulosis paru, atau TB paru, adalah salah satu dari sepuluh penyakit penyebab kematian 

utama secara global. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. TB 

paru adalah penyakit menular yang menyebar melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi 

batuk atau bersin. Infeksi ini dapat menyerang paru-paru dan, jika tidak diobati, dapat menyebar 

ke bagian tubuh lainnya. Penanganan TB paru memerlukan pengobatan yang tepat dan teratur 

untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dan memastikan pemulihan yang efektif. Pencegahan, 

deteksi dini, dan pengobatan yang sesuai merupakan kunci dalam mengatasi masalah kesehatan 

ini (Hermayanty & Ningrum, 2019; Yohana, 2015; Yudartha & Winaya, 2018). 

Kota Medan merupakan kota di Provinsi Sumatera Utara yang diperkirakan terdapat 

18.000 kasus TB Paru (Kepala Dinas Kesehatan Medan melalui Kasie Pencegahan Penyakit 

Menular Dinkes Medan Edy Yusuf pada pertemuan monitoring evaluasi RAD penanggulangan TB 

Paru dan rapat rencana kerja forum multi sektor penanggulangan TB Paru Kota Medan) di 

Aryaduta Medan, Rabu (28/4/2021). Kota Medan termasuk Kabupaten/Kota dengan jumlah 

penduduk terbanyak di Sumatera Utara. Hal yang sangat mungkin apabila Kota Medan menjadi 
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wilayah penyakit TB Paru tertinggi, selain wilayahnya yang padat penduduk dikarenakan juga 

jika seseorang mengidap penyakit TB Paru itu akan menular ke orang lain dan menyebar di 

beberapa wilayah. 

Rumah sakit umum daerah Dr. Pirngadi termasuk salah satu rumah sakit yang berada di 

Kota Medan. RSUD Dr. Pirngadi merupakan salah satu fasilitas layanan kesehatan yang memiliki 

banyak pasien TB paru. Berikut jumlah kasus TB paru di RSUD Dr. Pirngadi. 

 

Tabel 1. Data Empiris Pasien Terkena Tuberkulosis Paru di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan 

No Uraian 
Pasien 

2020 2021 

1 0-16 tahun 14 orang 10 orang 

2 17-45 tahun 159 orang 224 orang 

3 46->66 tahun 142 orang 202 orang 

Sumber : Jurnal Health Sains vol 1 no 5 tahun 2020 dan Jurnal BioLink vol 8 no 1 tahun 2021. 

 

Indonesia merupakan negara peringkat ke-3 beban TB Paru tertinggi di dunia setelah India 

dan China (Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Siti Nadia 

Tarmizi dalam Webinar CAPITA, Kamis (10/2/2022)). Menurut Global TB Report 2021, 

pelaksanaan penemuan kasus di Indonesia ada 824.000 kasus TB Paru, namun pasien TB Paru 

yang berhasil ditemukan, diobati, dan dilaporkan ke dalam sistem informasi nasional hanya 

385.295 (49%). Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi pemerintah dan masyarakat yang 

mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dengan bahaya masalah penyakit TB Paru, 

serta pemerintah perlu meningkatkan layanan kesehatan pengobatan TB Paru (Gunanti et al., 

2012; Kriswibowo et al., 2021; Sianturi et al., 2021). Selain itu tercatat pada tahun ini data profil 

kesehatan Indonesia menyatakan bahwa ada peningkatan kasus TB Paru pada masyarakat 

ekonomi kelas menengah ke bawah. TB Paru rentan menyerang umur produktif yaitu 15-50 

tahun, hal ini menjadi kewaspadaan bagi pemerintah dikarenakan pada usia produktiflah 

dibutuhkan masyarakat yang dapat ikut serta membangun negara Indonesia. 

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 merupakan upaya pemerintah untuk 

menciptakan masyarakat yang sehat, menurunkan jumlah kesakitan, kecacatan atau kematian, 

memutuskan penularan, mencegah terjadinya resistensi obat dan mengurangi segala dampak 

negatif yang terjadi akibat TB (Duri et al., 2022; Saragih et al., 2019; Subandi et al., 2022). Dengan 

target utama pada skala nasional yaitu Indonesia eliminasi Tuberkulosis paru tahun 2030 dan 

bebas Tuberkulosis paru 2050. Target Eliminasi TB pada tahun 2030 pada pasal 4 yaitu; a. 

Penurunan angka kejadian TBC menjadi 65 per 100.000 penduduk dan b. Penurunan angka 

kematian akibat TBC menjadi 6 per 100.000 penduduk. Dengan diluncurkan Peraturan Presiden 

ini menjadi komitmen pemerintah Kota Medan untuk lebih serius menanggulangi TB Paru (Adi & 

Sitepu, 2014). 

Menurut penelitian terdahulu yaitu Implementasi Kebijakan Pemerintah Permenkes No 67 

Tahun 2016 dalam penanggulangan Tuberkulosis di Kota Yogyakarta, Maisarah Mitra Adrian 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan implementasi kebijakan penanggulangan di Kota 

Yogyakarta masih di bawah target nasional. Masih kurangnya komitmen dan koordinasi antara 

pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi TB di kota Yogyakarta. Perbedaan dengan 

penelitian terdahulu terdapat pada waktu dan lokasi penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan faktor penghambat Peraturan 

Presiden Nomor 67 Tahun 2021 dalam penanggulangan TB Paru di RSUD Dr. Pirngadi Kota 

Medan. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menerapkan metode analisis data kualitatif untuk mengeksplorasi dan 

memahami penanggulangan Tuberkulosis (TB) paru di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan. Metode 
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ini dipilih karena kemampuannya untuk menjelaskan fenomena yang belum sepenuhnya 

dipahami (Khainuddin et al., 2019). Penelitian ini melibatkan beberapa teknik pengumpulan 

data, termasuk observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi, guna mendapatkan 

informasi yang akurat dan mendalam. 

Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kategori. Informan kunci adalah Ibu 

Dermawan Gultom, S.ST, Kepala Pokliklinik RSUD Dr. Pirngadi, yang memberikan wawasan 

komprehensif mengenai penanggulangan TB. Informan utama adalah Ibu Siti Rahma, Amk, Staf 

Poliklinik RSUD Dr. Pirngadi, yang terlibat langsung dalam penanggulangan TB. Selain itu, 

terdapat informan tambahan berupa dua pasien TB paru dan satu anggota keluarga pasien, yang 

memberikan perspektif dari sisi pasien. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan 

observasi, serta studi dokumentasi untuk melengkapi informasi yang diperoleh. Triangulasi 

diterapkan untuk memverifikasi data dari berbagai sumber, memastikan keakuratan dan 

konsistensi informasi. Penelitian ini tidak menggunakan model statistik formal, melainkan 

menganalisis data secara kualitatif dengan teknik coding dan tema untuk mengidentifikasi pola 

dan insight dari data yang dikumpulkan. 

Metode penelitian ini efektif dalam menjelaskan penerapan kebijakan penanggulangan TB 

di RSUD Dr. Pirngadi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Hasil 

penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis data untuk perbaikan sistem 

penanggulangan TB di masa mendatang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 dalam Penanggulangan 

Tuberkulosis Paru di RSUD Dr. Pirngadi 

Untuk melihat Implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 di RSUD Dr. 

Pirngadi dapat dilihat dari 4 indikator yang mempengaruhi implementasi teori dari Edward III 

(Sianturi et al., 2021), yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. 

A. Komunikasi 

Komunikasi merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan, berhubungan 

langsung dengan bagaimana informasi disampaikan kepada pihak yang terkena dampak. 

Evaluasi keberhasilan komunikasi dilakukan berdasarkan tiga faktor utama: transmisi, kejelasan, 

dan konsistensi. 

Berdasarkan wawancara, transmisi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 di 

RSUD Dr. Pirngadi telah dilaksanakan dengan baik kepada para pelaksana melalui rapat 

koordinasi setelah kebijakan tersebut dikeluarkan. Namun, sosialisasi kepada pasien dan 

keluarga pasien masih kurang, dengan informasi tentang kebijakan penanggulangan TB Paru 

hanya disampaikan di puskesmas tempat rujukan pasien. Sebagian masyarakat masih belum 

mengetahui kebijakan ini. 

Kejelasan informasi juga telah terpenuhi, seperti yang diamati oleh peneliti. Seluruh 

pelaksana, dokter, dan pasien dapat memahami informasi mengenai kebijakan dengan baik, dan 

arahan yang diberikan sudah jelas. 

Konsistensi dalam penyampaian kebijakan terlihat dari keselarasan pandangan dan 

pemahaman antara kepala poliklinik paru, SMF paru, dan para pegawai. Hal ini memastikan 

bahwa kebijakan disampaikan dengan konsisten di poliklinik paru RSUD Dr. Pirngadi. Pelaksana 

juga memberikan arahan yang seragam kepada pasien, seperti rutin meminum obat, untuk 

mencapai target angka kesembuhan TB Paru. 

B. Sumber daya  

Dalam implementasi kebijakan, sumber daya memainkan peran yang sangat penting. 

Ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang baik sangat krusial untuk mendukung 

pelaksanaan kebijakan dengan efektif. 
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Pertama, dari segi staf, hasil wawancara menunjukkan bahwa Poliklinik Paru RSUD Dr. 

Pirngadi telah memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menangani kebijakan 

penanggulangan TB Paru. Terdapat 9 pelaksana kebijakan yang berkompeten dalam menangani 

TB Paru, dibantu oleh dokter spesialis paru. Setiap shift di poliklinik tersebut melibatkan 6 

pegawai yang bertanggung jawab dalam perawatan TB Paru. 

Kedua, mengenai informasi, penyebaran informasi tentang penanggulangan TB Paru telah 

dilakukan dengan baik. Kepala Poliklinik Paru juga melaksanakan sosialisasi mengenai Standar 

Operasional Prosedur (SOP) kepada semua petugas. Poliklinik Paru RSUD Dr. Pirngadi telah 

memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021, termasuk promosi kesehatan, 

pengendalian faktor risiko, penemuan dan pengobatan, pemberian kekebalan, serta pemberian 

obat pencegahan. 

Ketiga, wewenang pelaksanaan kebijakan di Poliklinik Paru RSUD Dr. Pirngadi didukung 

oleh adanya surat keputusan dari Kepala Poliklinik Paru yang menjadi acuan bagi petugas dalam 

melaksanakan tugas mereka. Masyarakat juga mengakui bahwa pelaksanaan tugas oleh para 

petugas sudah dilakukan dengan baik. 

Keempat, dalam hal sarana dan prasarana, Poliklinik Paru RSUD Dr. Pirngadi memiliki 

fasilitas yang lengkap untuk mendukung penanganan TB Paru secara efektif, seperti skrining 

batuk, laboratorium, foto thorax, dan tes dahak. Namun, tidak ada anggaran dana dari 

pemerintah; pasien yang berobat menggunakan BPJS dan fasilitas kesehatan lainnya untuk 

mendukung biaya pengobatan. 

C. Disposisi 

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa RSUD Dr. Pirngadi 

menunjukkan dukungan yang kuat terhadap kebijakan penanggulangan TB Paru. Dukungan ini 

tercermin dari komitmen dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan kebijakan 

tersebut. Pihak rumah sakit, terutama di Poliklinik Paru, telah menunjukkan sikap yang sangat 

positif dan proaktif dalam mengimplementasikan kebijakan ini. 

Komitmen yang ditunjukkan oleh pihak RSUD Dr. Pirngadi tidak hanya terlihat dalam 

dukungan moral tetapi juga dalam pengalokasian sumber daya dan pelaksanaan prosedur yang 

sesuai. Para pelaksana kebijakan di Poliklinik Paru telah bekerja dengan penuh dedikasi, 

mengelola setiap aspek dari penanggulangan TB Paru dengan profesionalisme yang tinggi. 

Mereka tidak hanya mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) tetapi juga menunjukkan 

kemampuan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien. 

Rasa tanggung jawab yang ditunjukkan oleh para pelaksana juga mencakup upaya mereka 

untuk memastikan bahwa setiap pasien menerima perawatan yang diperlukan. Sikap ini 

mencakup keseriusan dalam mengikuti dan menerapkan kebijakan penanggulangan TB Paru 

serta komitmen untuk mencapai target kesembuhan yang telah ditetapkan. 

Secara keseluruhan, disposisi di Poliklinik Paru RSUD Dr. Pirngadi dapat dikatakan telah 

berjalan dengan baik. Para pelaksana menunjukkan sikap yang sangat baik dalam menangani 

pasien, yang mencerminkan pemahaman mereka yang mendalam tentang pentingnya 

penanggulangan TB Paru dan kesadaran akan dampak kebijakan terhadap kesehatan 

masyarakat. Kinerja ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya dilakukan 

dengan teori tetapi juga dengan praktik yang sesuai, menciptakan lingkungan yang mendukung 

kesembuhan pasien dan pengendalian penyakit yang efektif. 

D. Struktur birokrasi  

Struktur birokrasi memainkan peran penting dalam mengatur bagaimana sebuah tugas 

diklasifikasikan, digolongkan, dan diorganisasikan secara resmi. Struktur ini mencakup format 

pengelompokan tugas, alur instruksi, ketentuan resmi, dan standar operasional prosedur (SOP) 

untuk melaksanakan tugas. Menurut Edward III, ada dua ciri utama dalam birokrasi yang perlu 

diperhatikan, yaitu standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi. 
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Pertama, standar operasional prosedur (SOP) sangat penting dalam pelaksanaan 

penanggulangan TB Paru sebagai pedoman bagi para pelaksana. Hasil wawancara menunjukkan 

bahwa Poliklinik Paru RSUD Dr. Pirngadi telah menetapkan SOP yang jelas untuk memastikan 

kelancaran kebijakan. Para pelaksana di poliklinik telah melaksanakan tugas mereka dengan baik 

dan sesuai dengan SOP yang ada. 

Kedua, mengenai fragmentasi, tanggung jawab dalam penanggulangan TB Paru di Poliklinik 

Paru telah dilakukan dengan baik oleh berbagai pihak. Kepala Poliklinik Paru dan staf petugas TB 

menjalankan tugas mereka dengan efektif, termasuk dalam pelaporan dan pencatatan TB Paru 

setiap bulan. Selain itu, dokter SMF paru juga turut bertanggung jawab, memastikan bahwa 

sistem pelaporan dan pengawasan berjalan dengan baik. Hal ini mencerminkan keefektifan 

struktur birokrasi dalam mengelola penanggulangan TB Paru di RSUD Dr. Pirngadi. 

 

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 dalam 

Penanggulangan Tuberkulosis Paru di RSUD Dr. Pirngadi 

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 dalam penanggulangan 

tuberkulosis paru (TB Paru) di RSUD Dr. Pirngadi menghadapi beberapa tantangan yang 

signifikan. Faktor-faktor penghambat ini dapat dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam pembahasan ini, fokus utama akan diberikan pada 

masalah komunikasi yang mencakup transmisi dan konsistensi informasi, serta dampaknya 

terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. 

Transmisi informasi merupakan elemen kunci dalam proses implementasi kebijakan 

kesehatan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021. Namun, di RSUD Dr. Pirngadi, 

terdapat masalah serius dalam aspek sosialisasi kebijakan ini kepada masyarakat luas. 

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sosialisasi kebijakan penanggulangan TB Paru 

dilakukan hanya di puskesmas rujukan pasien, bukan di RSUD Dr. Pirngadi itu sendiri. Meskipun 

dokter, perawat, dan staf rumah sakit telah memberikan arahan mengenai pengobatan TB Paru 

kepada pasien yang datang, sosialisasi yang lebih luas dan menyeluruh kepada masyarakat 

belum dilakukan. Akibatnya, banyak pasien yang tidak sepenuhnya mengetahui tentang 

kebijakan penanggulangan TB Paru. 

Kurangnya sosialisasi ini berdampak negatif pada kesadaran masyarakat tentang bahaya 

TB Paru dan pentingnya tindakan preventif. Ketidaktahuan ini menghambat upaya percepatan 

eliminasi TB Paru karena masyarakat yang tidak menyadari bahaya penyakit ini cenderung 

kurang proaktif dalam mencari pengobatan atau mengikuti saran medis. Meskipun ada upaya 

komunikasi di tingkat rumah sakit, tidak adanya pendekatan sosialisasi yang menyeluruh 

mengakibatkan rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai kebijakan 

penanggulangan TB Paru. 

Aspek konsistensi juga menjadi faktor penghambat penting dalam implementasi Peraturan 

Presiden Nomor 67 Tahun 2021 di RSUD Dr. Pirngadi. Meskipun kebijakan pengobatan TB Paru 

di poliklinik paru RSUD Dr. Pirngadi telah diterapkan dengan baik, terdapat masalah dalam 

pelaksanaan pemeriksaan lanjutan setelah pengobatan selesai. Banyak pasien yang telah 

menyelesaikan pengobatan di poliklinik paru tidak menjalani pemeriksaan lebih lanjut karena 

mereka telah melanjutkan pengobatan di fasilitas kesehatan (FasKes) rujukan sebelumnya. 

Kurangnya tindak lanjut ini mengakibatkan angka kesembuhan yang belum mencapai 

target yang diharapkan. Pemeriksaan lanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa 

pengobatan TB Paru benar-benar berhasil dan tidak ada kekambuhan. Jika pasien yang sudah 

selesai pengobatan tidak menjalani pemeriksaan lebih lanjut, risiko kekambuhan dan 

penyebaran TB Paru tetap ada. Konsistensi dalam pelaksanaan pemeriksaan lanjutan sangat 

penting untuk mencapai target kesembuhan dan mencegah penyebaran lebih lanjut dari penyakit 

ini. 
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Selain masalah komunikasi, terdapat beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi 

implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 dalam penanggulangan TB Paru di 

RSUD Dr. Pirngadi. Faktor-faktor ini mencakup ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, 

dan struktur birokrasi, yang semuanya berperan dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan. 

Ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas, dan pendanaan yang memadai merupakan 

kunci utama untuk implementasi kebijakan kesehatan yang efektif. Di RSUD Dr. Pirngadi, 

meskipun terdapat tenaga medis yang kompeten dan fasilitas yang memadai, masalah dalam hal 

pendanaan dan dukungan logistik bisa menjadi faktor penghambat. Pendanaan yang tidak 

memadai dapat menghambat penyediaan fasilitas kesehatan yang diperlukan serta pelaksanaan 

program-program pencegahan dan pengobatan TB Paru. Kekurangan anggaran dapat 

mengakibatkan terbatasnya jumlah alat kesehatan, obat-obatan, serta kekurangan dalam 

dukungan logistik yang krusial untuk implementasi kebijakan ini secara menyeluruh. 

Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan juga mempengaruhi efektivitas 

implementasi. Dukungan penuh dari pihak manajemen RSUD Dr. Pirngadi sangat penting untuk 

memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan komitmen dan tanggung jawab. Jika terdapat 

kekurangan dalam dukungan atau komitmen dari manajemen, implementasi kebijakan dapat 

terganggu. Disposisi yang kurang mendukung bisa mengarah pada kurangnya motivasi dan 

dedikasi di kalangan staf, yang akhirnya berdampak pada kualitas dan konsistensi pelaksanaan 

kebijakan. 

Struktur birokrasi yang jelas dan efektif memainkan peran penting dalam memastikan 

bahwa tugas-tugas dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan. Jika 

terdapat masalah dalam struktur birokrasi, seperti ketidakjelasan dalam alur tugas atau 

kekurangan dalam standar operasional prosedur, implementasi kebijakan dapat terhambat. 

Ketidakjelasan dalam tanggung jawab atau kurangnya prosedur yang terstandarisasi dapat 

menyebabkan kebingungan dan ketidakefektifan dalam pelaksanaan tugas, sehingga 

mempengaruhi keberhasilan kebijakan penanggulangan TB Paru secara keseluruhan. 

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 di RSUD Dr. Pirngadi menghadapi 

beberapa tantangan yang signifikan, terutama dalam aspek komunikasi dan konsistensi 

pelaksanaan. Sosialisasi yang terbatas dan kurangnya tindak lanjut setelah pengobatan menjadi 

faktor utama yang menghambat pencapaian target kebijakan. Sementara itu, ketersediaan 

sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi juga berperan penting dalam 

mendukung implementasi kebijakan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan 

upaya perbaikan dalam komunikasi kebijakan, pelaksanaan pemeriksaan lanjutan, serta 

penguatan dukungan dan struktur birokrasi di RSUD Dr. Pirngadi. 

 

SIMPULAN  

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 di RSUD Dr. Pirngadi 

menunjukkan hasil yang positif berdasarkan teori Edward III (1980). Komunikasi kebijakan telah 

baik di antara pelaksana, namun sosialisasi kepada pasien perlu ditingkatkan. Sumber daya di 

Poliklinik Paru memadai, termasuk staf, fasilitas, dan SOP, meskipun dukungan anggaran 

pemerintah perlu perhatian lebih. Disposisi pihak rumah sakit sangat mendukung dengan 

komitmen tinggi dan pelayanan berkualitas. Struktur birokrasi berjalan efektif dengan SOP yang 

jelas dan pengelolaan tugas yang baik. Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan ini cukup 

berhasil dengan beberapa area yang masih perlu perbaikan. 

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 di RSUD Dr. Pirngadi menghadapi 

beberapa hambatan signifikan yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan tuberkulosis 

paru (TB Paru). Komunikasi yang terbatas dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat umum, 

serta masalah dalam konsistensi pelaksanaan pemeriksaan lanjutan, merupakan faktor utama 

penghambat. Selain itu, ketersediaan sumber daya dan dukungan disposisi dari pelaksana juga 

turut mempengaruhi efektivitas kebijakan. Struktur birokrasi yang tidak sepenuhnya efektif 
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dapat menambah kompleksitas pelaksanaan. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi, 

perlu ada perbaikan dalam aspek komunikasi, penguatan tindak lanjut pemeriksaan, serta 

peningkatan dukungan dan struktur birokrasi di RSUD Dr. Pirngadi. 
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